
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.403, 2017 PERPUSNAS. Harga Bahan Perpustakaan. 

Pedoman Penaksiran.  
 

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2017 

TENTANG  

PEDOMAN PENAKSIRAN HARGA BAHAN PERPUSTAKAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa semua koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan 

Nasional merupakan aset negara yang harus mempunyai 

nilai atau harga; 

  b. bahwa untuk memberikan taksiran harga terhadap 

koleksi Perpustakaan Nasional perlu adanya pedoman 

penaksiran harga untuk masing-masing bahan 

perpustakaan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang 

Pedoman Penaksiran Harga Bahan Perpustakaan; 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah 

Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4774); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 

tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3457); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang 

Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya 

Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3820); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 

tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 322); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/ 2011 

tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763); 
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9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.06/ 2015 

tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1323); 

10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 

Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi 

Perpustakaan Nasional; 

11. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 

Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala 

Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG 

PEDOMAN PENAKSIRAN HARGA BAHAN PERPUSTAKAAN. 

 

Pasal 1 

Pedoman Penaksiran Harga Bahan Perpustakaan tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Kepala ini. 

 

Pasal 2 

Pedoman Penaksiran Harga Bahan Perpustakaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi 

unit organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional dalam 

melakukan penaksiran harga bahan perpustakaan. 

 

Pasal 3 

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Maret 2017 

 

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

MUHAMMAD SYARIF BANDO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 13 Maret 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

               ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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LAMPIRAN  

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 1 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PENAKSIRAN HARGA BAHAN 

PERPUSTAKAAN 

 

 

PEDOMAN PENAKSIRAN HARGA 

BAHAN PERPUSTAKAAN 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang 

melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang 

berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, 

perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, 

dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. 

Selain itu Perpustakaan Nasional    juga memiliki tanggung jawab untuk 

mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya 

masyarakat pembelajar sepanjang hayat, serta mengembangkan koleksi 

nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa. 

 

Koleksi Perpustakaan Nasional terdiri dari berbagai subjek dan format yang 

diperoleh dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang 

Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR), pembelian, hibah, 

hadiah, dan tukar menukar, serta koleksi perpustakaan terbitan sendiri. 

 

Semua koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional merupakan aset 

negara yang harus mempunyai nilai atau harga. Untuk memberikan 

taksiran harga terhadap koleksi tersebut perlu adanya pedoman 

penaksiran harga untuk masing-masing bahan perpustakaan. 
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